PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 903/Kep.DPRD - 8 /2025
LAMPIRAN : 1(SATU)

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

bahwa sehubungan telah dibahasnya Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, sesuai dengan
ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 perlu mendapat persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Memperhatikan :

10.

11.
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) ;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232);

Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 02 Juli
2095,
Keputusan Rapat Paripurna tanggal 02 Juli 2025.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSIK KAN:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 beserta seluruh lampirannya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 6.934.981.898.275,39
b. Belanja Rp. 7.119.131.986.721,00
Surplus/Defisit Rp. (184.150.088,445,61)
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 343.356.597.407,22
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 343.356.597.407,22
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp. 159.206.508.961,61
Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

Paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya keputuan ini,
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024
bersama-sama dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bupati agar menindaklanjuti catatan-catatan dari Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Bandung serta Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Jawa Barat.

Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 02 Juli 2025




LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 903/Kep.DPRD - 8 /2025

TANGGAL : 02 Juli 2025

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang



10,

-2

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran N egara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

b
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

]
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20172 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 688 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
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Barang Milik Daerah (Berita N egara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran  Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
104535);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 9)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2020 Nomor 9)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 98)

b

2

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11

Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada
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Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat
Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan
Daerah Bandung Daya Sentosa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 115

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung
Daya Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 94);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DAN



Menetapkan

= e

BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

=000 o

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut:

a. pendapatan Rp6.934.981.898.275,39
b. belanja Rp7.119.131.986.721,00
SUIPIUS/ defiSit .. .ouiiiemmmmmmmncons (Rp184.150.088.445,61)

C. pembiayaan
1. penerimaan Rp343.356.597.407,22
2. pengeluaran Rp0,00
pembiayaan neto ................... Rp343.356.597.407,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp273.631.035.760,61) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp7.208.612.934.036,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp6.934.981.898.275,39

selisih lebih/(kurang) (Rp273.631.035.760,61)
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b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp431.907.064.539,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja
setelah perubahan
2. realisasi
selisih lebih /(kurang)

realisasi

Rp7.551.039.051.260,00

Rp7.119.131.986.721,00
(Rp431.907.064.539,00)

surplus/defisit

sejumlah Rp158.276.028.778,39 dengan rincian sebagai

c. selisih  anggaran dengan
berikut:
1. surplus/defisit setelah
perubahan

2. realisasi
selisih lebih/(kurang)

d.selisih  anggaran  dengan

(Rp342.426.117.224,00)

(Rp184.150.088.445,61)
Rp158.276.028.778,39

realisasi  penerimaan

pembiayaan sejumlah Rp930.480.183,22 dengan rincian

sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. realisasi
selisih lebih /(kurang)

Rp343.356.597.407,22

realisasi

Rp342.426.117.224,00

Rp930.480.183,22
pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai

€. selisih  anggaran dengan
berikut:
1. anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

2. realisasi
selisih lebih/(kurang)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp930.480.183,22 dengan rincian sebagai

berikut:
1. anggaran pembiayaan

neto setelah perubahan
2. realisasi

selisih lebih /(kurang)

Pasal 4

Rp0,00

Rp0,00
Rp0,00

Rp342.426.117.224,00

Rp343.356.597.407,22
Rp930.480.183,22

Laporan Perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran

2024 sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal
b. penggunaan saldo anggaran
lebih sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan
sub total
c. sisa lebih atau kurang
pembiayaan anggaran
sub total

d. koreksi kesalahan

Rp323.426.117.224,22
Rp323.354.097.407,22

Rp72.019.817,00
Rp159.206.508.961,61

Rp159.278.528.778,61
Rp0,00
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pembukuan tahun
sebelumnya
€. saldo anggaran lebih akhir Rp159.206.508.961,61

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf ¢ per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut:

a. jumlah aset Rp13.279.756.669.822,30

b. jumlah kewajiban Rp204.942.342.955,40

c. jumlah ekuitas Rp13.074.814.326.866,90
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan Rp7.713.398.364.826,77
operasional

b. beban-laporan operasional Rp7.223.521.950.300,05

c. surplus/defisit dari  Rp489.876.414.526,72
operasi

d. surplus/defisit dari (Rp2.298.971.232,00)

kegiatan non operasional

€. surplus/defisit dari pos (Rp14.246.366.525,00)
luar biasa

f. surplus/defisit-laporan Rp473.331.076.769,72
operasional

Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Rp323.426.117.224,22
Januari Tahun 2024

b. arus kas dari aktivitas Rp864.879.339.844,39
operasi

c. arus kas dari aktivitas (Rp1.049.029.428.290)
investasi non keuangan

d. arus kas dari aktivitas Rp20.002.500.000,00
pembiayaan

€. arus kas dari aktivitas (Rp72.019.817,00)
transitoris

f. saldo kas akhir per 31 Rp159.206.508.961,61

Desember Tahun 2024

Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut:
a. ekuitas awal Rp12.870.315.941.779,80
b. surplus/defisit-lo Rp473.331.076.769,72
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c. koreksi ekuitas
d. ekuitas akhir

(Rp268.832.691.682,62)
Rp13.074.814.326.866,90

Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a. LampiranI Laporan Realisasi Anggaran;

1. Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;

2. Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran 1.4 Rekapitulasi  realisasi belanja
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

¢c.  Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. LampiranV Neraca;

f.  Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang
Daerah;

i Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih;

J.  Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah;

L. Lampiran XII Daftar ~ Rekapitulasi  Realisasi
Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

m  Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
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Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran
XVIII
Lampiran XIX

H.oT o

w

t.  Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Ketentuan lebih

Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek:
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang belum
Diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2024 dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

Ikhtisar laporan keuangan
(neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
Ikhtisar laporan keuangan
(laporan laba/rugi) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11
lanjut mengenai penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR:

DPRD
BANDUNG

D

RAHAYU FAUZI




